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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Kriteria hukum pemboncengan reputasi sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek adalah melakukan perbuatan mendaftarkan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan itikad tidak baik yang bertujuan menyesatkan masyarakat pengguna merek agar membeli merek produknya dan memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek terdaftar yang sudah dikenal reputasinya di masyarakat terlebih dahulu. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada jenis barang yang sama dan jenis barang yang berbeda apabila merek tersebut sudah terkenal.
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat. Direktorat merek prinsipnya menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu dan sudah di kenal di masyarakat.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pembatalan merek. Terbukti bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Hal tersebut yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa tergugat dikatakan beritikad tidak baik sehingga merek tersebut harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

B. Saran.
1. Agar pemilik/pemegang merek yang merasa dirugikan dengan perbuatan pihak ketiga yang melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek miliknya yang dipegangnya tidak hanya melakukan gugatan secara perdata berupa pembatalan merek tersebut dan juga penarikan produk dengan merek tersebut dari pasaran tetapi juga sekaligus mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik tersebut, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi ganti rugi oleh hakim di Pengadilan Niaga, maupun di Mahkamah Agung dalam putusannya.
2. Agar institusi kepolisian juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan pembonceng merek tersebut, dan juga memberikan respons yang cepat dalam menerima laporan/pengaduan pelanggaran hukum merek terkait pembonceng merek agar dapat ditindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memperoses hukum pelaku pembonceng merek secara hukum pidana.
3. Agar pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan yang diharapkan oleh pemilik/pemegang merek yang sah (yang sudah terdaftar lebih dulu) benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang merek yang sah, dengan mengeluarkan putusan yang konsekuen dengan tetap berpedoman kepada UU di bidang merek yang dalam hal ini adalah UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga tercipta suatu perlindungan hukum yang maksimal dalam bidang merek tersebut.


69



image1.png
UMN
AL WASHLIYAH





